PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan keterffaaal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaiteah diubah dengan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penet@peaturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tenRergbahan Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanaBaeenjadi Undang-
undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan PeratDaerah Kota
Probolinggo tentang Anggaran Pendapatan dan BeRagaah (APBD) Tahun
Anggaran 2007 kepada Dewan Perwakilan Rakyat DadBRdPRD) Kota
Probolinggo untuk memperoleh persetujuan bersama ;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggtany Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Angg208id yang diajukan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan psfarudari Rencana Kerja
Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2007 yang dijedrarkedalam kebijakan
umum APBD Kota Probolinggo serta prioritas dan @tafnggaran yang telah
disepakati bersama antara Pemerintah Kota Prolgairdgngan DPRD Kota
Probolinggo pada tanggal 29 Desember 2006 ;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimpksgadhuruf a dan huruf
b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Raiaolinggo tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Amgga07.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1®885€ng Pembentukan Daerah Kota Kecil
dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa &aénglawa Barat (Berita
Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PajakiBian Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nogf Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) gab®ana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembbhiegara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaragande Republik
Indonesia Nomor 3569) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajakabadan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@i@ Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) gabwana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembbegara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lemb#&tagara republic
Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea éenolHak atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonedmnmrd997 Nomor 44 |,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nog#8)¥Iebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000ni{eean Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, TambahamBaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3988) ;

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penygdeagn Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisthembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahambagan Negara
Republik Indonesia Nomor 3851) ;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang ProgrembBngunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 NMo&@H, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuamggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Bdrab Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) ;

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberatah&legara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Téabd embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355) ;

9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembamtuReraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Istloi@hun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiadid889) ;

10.Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemarikPengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran NegarabRepodonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repuldiniesia Nomor 4400) ;

11.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemkeantRaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,bedran Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undgiaesigag Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peinggdang-Undang Nomor
3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang N8dahun 2004 tentang



Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembdlagara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaragafd Republik
Indonesia Nomor 4548) ;

12.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perinamaggeuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembiegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaragafd Republik
Indonesia Nomor 4438) ;

13.Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentarmja TCara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Ndgepablik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran NegaraliRlepodonesia Nomor
4027) ;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentaedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LembararaNeRepublik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran NegaraliRlepadonesia Nomor
4028) ;

15. Peraturan Pearintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nofk8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentatrgoB& Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,bedran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139) ;

17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentaniyid{g&kan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan &aRgerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Bdrab Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telatibath terakhir kalinya
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 20@éngeriPerubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004rtgrif@dudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota dewan PerwakiRahkyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20056 d¥o80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) ;

18.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentamgeR#aan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara republic Irglarfieahun 2005 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiadids02) ;

19.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentarand&t Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonestaum@2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&(@i3)4;

20.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentangaran Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nof®6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;



21.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentanga DRerimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NMofR¥, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

22.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentastgrsiinformasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuf5 2B8lomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&its )4

23.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentabghH{Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahambaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577) ;

24.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentamgeR#aan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@5 2B8lomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&id8)4;

25.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentadgnfan Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Begapublik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran NegaraldRlepadonesia Nomor
4585) ;

26.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentadgnPen Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahglaamiNegara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaragafd Republik
Indonesia Nomor 4593) ;

27.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangp®en Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Répubtionesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamasmor 4614) ;

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2@&&ang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

29.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahu6 26ntang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kobalihggo Tahun 2006
Nomor 22) ;

30.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 23 Tahuit 2@ntang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nondiahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan dtagBewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran DaerahaKriobolinggo Tahun
2006 Nomor 23).

Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
Dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Amgg@807 sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah Rp. 360.977.764.678,00
2. Belanja daerah Rp. 374.594.101.98;35
Surplus/(Défisit) Rf3.616.337.308,85)
3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan Rp. 13.900.000.000,00
b. Pengeluaran Rp. 200.000.00090
Pembiayaan Netto Rp. 0G6.@00.000,0@-)
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: . Rp 83.662.691,15

Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalamlRasditi dari :
a. Pendapatan asli Daerah sejumlah Rp. 27.62136,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 280.766.800.258,0
c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sejumlah. 329569.512.370,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksual ggd (1) huruf a terdiri dari

jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 5.250.880.000,00
b. Retribuis Daerah sejumlah Rp. 18.885.54201560,
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan sejumlah Rp. 600.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Sejumlah Rp. 2.905.030.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayaitr(ff)b terdiri dari jenis

pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 28.547.800.1%8,0
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 225.550.000@mO,
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 26.669.0um@
d. Dana Penyesuaian Infrastruktur Rp. 0,00
e. Dana Kontingensi Rp. ,000

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaidiaraksud pada ayat (1) huruf

c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah Rp. -

b. Dana Darurat sejumlah Rp. -

c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 15.5693%4200
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah3¥p000.000.000,00



e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Peme-

rintah Daerah lainnya sejumlah Rp. -
Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasalidi tari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 129.7&15%P,80
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 244.832.4820%/4,
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pgdt (1) huruf a terdiri dari
jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 112.702.761.660,8
b. Belanja Bunga sejumlah Rp -
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. -
d. Belanja Hibah sejumlah Rp. -
e. Belanja Bantuan Social sejumlah Rp. 16.5558%2/00
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. -
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. -
h. Belanja Tidak Verduga sejumlah Rp. 503.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada(Byauruf b terdiri dari jenis
belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 43.564.854.799,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 91.286B12,05
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 109.249.675.764,00
Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalaml1Pasdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. 13.900.000.000,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 200.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ufL B terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 83.682,65
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. -
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
sejumlah Rp. -
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. -
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
sejumlah Rp. -
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. -
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayahuflf b terdiri dari jenis

pembiayaan :



a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. -

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

sejumlah Rp. 200.000.000,00
Pembayaran Pokok nUtang sejumlah Rp. -
Pemberian Pinjaman daerah sejumlah Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan BelBagrah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang mkampdagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari

1. Lampiran | :  Ringkasan APBD ;

2. Lampiran 1l . Ringkasan APBD menurut Urusan Bentahan Daerah
dan Organisasi ;

3. Lampiran 1l :  Rincian APBD menurut Urusan Pemhan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;

4. Lampiran IV . Rekapitulasi Belanja menurut UWms Pemerintahan
Daerah, Organisasi , Progran dan Kegiatan ;

5. Lampiran V :  Rekapitulasi Belanja Daerah Untideselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungis

dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negera ;

6. Lampiran VI :  Daftar Jumlah Pegawai Per Golandan Per Jabatan ;

7. Lampiran VI : Daftar Piutang Daerah ;

8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Inves) Daerah ;

9. Lampiran IX . Daftar Perkiraan Penambahan damgBrangan Aset Tetap
Daerah ;

10. Lampiran X ; Daftar Perkiraan Penambahan dang&rangan aset
lainnya ;

11. Lampiran XI . Daftar Kegiatan-kegiatan Tahumg@aran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembadindal
Tahun Anggaran ini ;

12. Lampiran XI| :  Daftar Dana cadangan Daeraain d

13. Lampiran XIll : Daftar Pinjaman Daerah dan i@&asi Daerah.

Pasal 6
Kepala Daerah menetapkan Peraturan tentang Peajebaiggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai landagaracional pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2007.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldfingkan



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanypetagngan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahR{otalinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Januari 2007
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 30 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO
Ttd

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2007 NOMOR 1

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUNARMI, SH, MH
Pembina Tingkat |
NIP. 510 087 583




